LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1891 SERI : D NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 1880
TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG EKOTA, RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WANGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Nenimbang : a. bahwa dalam rangks menyusun pedoman
vang diperlukan untuk mengatur dan
nengembanghksan fisik kota Ibukota
Recamatan Wangon sebagail Pusat
Pemerintahan, pendidikan dan perda-
gangan, perlu adanya Rencsns Umum
Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tatsa

Ruang Kots ;

b. bahws Rencsna tersebut diatss dimak-
sudkan sebagsi sarans untuk pengenda-
lian serta memberikan pelayansn dalam
pelaksanaan pembangunan fisik pada
setiap Bagian Wilayah Kota Ibukota
Kecamstan Wangon sehinggs dapat
mewujudkan Kota yang Sejahtera, Adil,
Tertib, Rapih, Indah dan Aman dengan

berwawasan lingkungan ;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangsn terse-

but diatas, maks perlu menetapksn
Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencang
Detail Tats Ruang Kotas Ibukota Keca-
metan Wangon dalam bentuk Perstursy

Daerah.

. Undang-undang Nomor & Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah

. ‘Undang-undang: Nomor 13 Tahun . 1850

tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;

_ Stadsvorming Ordonantie Tshun 1948

(Staatsblad Nomor 168 Tshun 1848) ;

. Undang-undang MNomor S Tahun 1860

tentang Peraturan Dssar Pokok-pokok
Agraria

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1981

tentang Pencabutan Hsk-hak Atas Tanah
Dsn Benda-benda Yang Ads Distasnya ;

. Undang-undang Nomor 11 Tsahun 1974

tentang Pengairan Jis Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1882 ten-
tang Tata Pengaturan Air dan Peratu-
ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982
tentang Irigasi ;

. Undang-undang HNomor 13 Tahun 1880

tentang Jalan jo Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1985 tentang Jalan ;
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10.

£ B

13

14.

Undang-undang Nomor 4 Tshun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Peraturan Pemerintah Homor 14 Tzahun
1987 tentang Penyvershan Sebagisn
Urusan Pemerintahan Dibidang Peker-

jaan Umum Kepads Daerah ;

Peratursn Menteri Dslsm Negeri Nomor

-9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusn-

nan Perencanssn dan Pengendalian
Pembangunan Di Dserah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 Tahun 15886 tentsng Penetapan Batas
Wilayah Kots Di Seluruh Indonesia jo
Instruksi Menteri Dalam Negeri HNomor
34 Tahun 1886 tentang Pelaksanaan
Peratursn Menteri Dslam Negeri Nomor
7 Tahun 19886 tentang Penetapan Batas
Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri HNomor
2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusu-
nan Rencana Kota ;

Keputusan Menteri Dslam Negeri Nomor
58 Tshun 1888 tentang Petunjuk Pelak-

ssnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor - 2 Tahun 1887 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kots ;
Keputusan Menteri Dslam Negeri Nomor

650-658 tentang Keterbukaan Rencansa
Kota Untuk Umum ;
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15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

14 Tshun 1988 tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijsu Di Wilayah Perkotaan ;

18. Persturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas NHomor 7 Tahun
1988 tentsng Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kabupaten Daerah Tingksat IT

Banyumas ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun
1889 tentang Batas Wilayah  Kota

Wangon ;

Dengsn Persetujuan: DeﬁdﬁfPErﬁakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkst II Banyumas

MEMUTUSEKAN

Nenstspkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
.~ RAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM

TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WANGOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
L Ppesl’

Dalam Perstursn Daerzh ini ysng dimaksud dengan

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ;

S
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Bupati Kepala Daerah sadalah Bupsti Kepala Daersh
Tingkat 1I Banyumas ;

Dewan Perwskilan Rakyat Daprah adslah Dewan Per-
walkilan Rakyst Daerah Ksbupaten Dsersh Tingkat 11
Banyumas ;

Renncana Umum Tats Ruang Kota vang selanjutnyvs
disebut RUTRK adaslsh rencana penempatan ruang kota
vang disusun untuk menjaga keserssian pembangunan
antar sektor dalam rangka pelaksansan program-
program pembangunan kota ; '
Rencana Detai Tata Ruang Kota vang selanjutnys
disebut RDTRK adslash rencana pemanfastan ruang
kota secara terinci vang disusun untuk penviapan
rerwujudan ruang dalam rangka pelsksanaan program-
program pembangunan kota ;

Wilayah Perencanaan adalah wilayah ysng diarahkan
pemanfastan ruangnya sesual dengan masing-masing
jenis rencana kota Wangon.

BAB II

TATA RUANG DAN LUAS KOTA

(1) Dalam mengatur dan mengembangkan Kota Wangon

berlaku ketentuan-ketentuan Tata Ruang sebagaima-
na dimaksud dalam Rencana Umum Tata Ruang Kots,
Rencsna Detail Tata Ruang Kota Ibukota Xecamatsan

Wangon.

(2) Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata

Ruang Kota Ibukotas Kecamatan Wangon sebagaimana
dimsksud dalam syat (1) Pssal ini, secara rinci
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terdapat dalam Bukn Kompilasi Data, Rencana dan
Analiss vyang merupakan bagian tsk terpisahkan
daril Peraturan Daerah ini.

(3) Wiléyah Kota-Ibukota Recamatan Wangon meliputi

lahan kurang lebih 702 Ha yang terdiri dari 4
(empat) Desa, vaitu

Desa Wangon seluas ....... b s o ey O 56 142,36 Ha.
Dess Banteran seluas ........ de ek sy B9; 38 Ha.

Desa Klapagading seluss .... ....... .. 456,77 Ha.
Desa Jambu seluss b

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Agsr Rencans Umum Tats Ruang Kota dan Rencana Detail
Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wangon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini selalu
sesual dengan perkembangan keadaan, maks dapat diada-
kan peninjsusn kembsli (reevaluasi) secara periodik
setisp 5 (lima) tahun sekali pada tshun pertama
setelah tahapsn 5 (lima) tahunan berjalan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini beserta naskahnya yang bersifat pelaksa-

naan akan distur kemudian dengan Keputusan Bupati
Kepala Daersh.
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Pasal 5

Dengan berlakunys Peraturan Daerah ini, maka segsls
pPeraturan Perundangan yang bertentangan dengan Perst-

uran Daerah ini dinysataskan tidak berlsku lagi.
BAE IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada sejak tanggsl
diundsngkan.

Agar supava setiap crang dspat mengetahninya, memer-

intahkan pengundangan Peraturan Dserah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daserah Kasbupaten Daerah

Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 28 September 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
KETUA,
cap. ttd. cap. ttd.
Drs.IH. MOCH. ISKAK DJOEKO SUDANTOKO

Peraturan Daersh ini telah diszhkan dengan Keputusan
Gubernur Kepals Daersah Tingkat I Jaws Tengah tanggal

28 April 1981 Nomor : 188.3/173/1991.
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-~

Diundanghkan

dalamm Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Banyumas.

Nomor : 8

Tanggal 27 Mei 1991 Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyvumas,

cap. ttd.

. Drs. SOEDIMAN

NIP : 500 034 842

o
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAﬁ TIHGKAT ITI BANRYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 1890
TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WANGON

I. PENJELASAN UMUM

8. Peraturasn Daerah ini disebut Peraturan Daersah
Kabupaten Daerah Tingksat II Banyumas tentang
Rencana Umum Tata ruang Kota, Rencana Detail
Tata Ruang Kota Ibu kota Kecamatan Wangon,
Oleh karena 1itu dalam Persturan Daerah ini
diatur tentang Perencansan Pembangunan Fisik
Kota, Kependudukan, Fasilitas Sosisl, Pendidi-
kan dan Ekonomi. Perencanasn tersebut diper-
sispkan secsara lengkap dan menveluruh melaluil
sistim koordinasi dengan semua pihak vang
terkait untuk memperoleh hasil yang optimal,
sedangkan ruang lingkup perencanaan mencakup
rencana Yyang mendassri strastegi pembangunan
fisik sampaili dengan Perencsnasan Tata ruang
yang 1lebih rinci, 'ysituirencana?'Détsil" ‘Tata
Ruang Kota.

b. Bahwa rencana tersebut disusun sebagsasl hsasil

kerja sama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Banyumas dengsn CV. BINA GRIA PRIMA, Jalan
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Nangka Raya No. 2 ¢ Semarang yang pelskssnaanya
diatur dengsn Surat perjanjian Kerjs sama
Nomor 650/331.b/VIII/1988, tanggal 4 Agustus
1983 dan sesusi dengan waktu yang telash dite-
\vioy 2 tapkan dalam perjaniish telah berhssil disusun
- sebuah draft Rencans Umum Tats Ruang Kota,
Rencans Detail Tsta Ruang Ibn kots Xecamatan
Wangon.

Setelah melalui pemantspan dengsn Instansi

~terkait bsik.Tingksat 1I ‘maupun Tingkat I, maka
pada -tsnggal 8 Maret 1990 draft Rencana yang
disusun coleh konsultsn dimantspksn lagZi dalam
geminar di Pendopo si Panji Kabupaten Daerah
Tingkat II Bsnyumas dengan menampung asSpirasi
para peserta seminsr yang terdiri dari unsur
legeslstip, Perguruan Tinggi, Tokoh masyara-
kat, Dinas dan Instansi.

Dari hssil seminar tersebut dihasilkan rumusan
penilaian terhsadap materi, isi rencana dan
rumusan hal-hal yang perlu disempurnakan
menjadi Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencans
Detail Tsts Ruang Kots Ibukots Kecamatan
Wsngon lengksap dengsn Naskahnya.

c. Rencana tersebut meliputi jangks wsktu 20
tahun yang setisp 5 ( lima ) tahun sekali
.dapat disdakan peninjsuan kembali.

IT. PENJELASAN PASAL DENI PASAL

Pasal 1 s/d Passl § : Cuknp jelas.

000000000

[
~
rl..f
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SALINAN

REPUTUSAN GUBENUR KEPALA DAERAH TINGEAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/173/1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUNAS NOMOR 15 TAHUN 18991 TENTANG RENCANA UMUM

TATA RUANG KOTA, RENCANA DETATIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN WANGON '

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Surat Bupati Kepazla Daersh Tingkat II
Banyumas tanggal 17 Januari 1991
nomor : 188.3/224/1981 perihal permo-
honan pengesahan Peraturan Daerah ;

Persturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumss nomor 15 Tahun
1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang
Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota

Ibukota Kecamatan Wangon.

bahwa tidak ada keberatan untuk menge-
sahkkan Peraturan Daerah yang dimaksud

y

WV

Pasﬁl 40 ayst ( 4 ) dan ( 5 ) serta

Passl 58 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950;

Undang-undang Romor S5 Tahun 1960

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

e

Menetapkan :

I8

Undang-undang Momor 13 Tahun 1980;
Persturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1987;

8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor
9 Tahun 1982;

Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 1887

(&)

~J

MEMUTUSKAN

_HeﬁgesahakaniPeraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat . II Banyumas Nomor 15
Tahun 1980 tentang Rencana Umum Tata
Ruang Kota, Rencsna Detail Kotsa Ibukota

Kecamsatan Wangon,. dengan Perubahan
sebsgaimana terlampir.

Ditetspkan di : S em a » 2 n g
Pada tasnggal : 29 April 1981.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I
cap. ttd.

Drs SOENARTEJO

SALINAN : Keputuszan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Dzlam HNegerl di Jskarts;
2. Dirjen PUOD Pada Departemen Dslam Negeri di Jaksasr-
ta, dengsn disertai 1 ( satu ) lembar Peraturan

Daerah;
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L
.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwo-
kerto;

Ketua DPRD Ksbupaten Daserah Tingkat II Banyumas di
Purwokerto;

Pembantu Gubernur Jawa Tengsh untuk Wilayah Banyn-
mas di Purwokerto;

Kepala Biroc Hukum pads Sekretarist Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah; '

‘Kepala Biro Bina Pemerintahan ~Daerah Setwilda

Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Birq Hukum

Cap. ttd

SARDJITAO,SH

NIP. 500 034 373
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Lampiran : Keputusan Gubernur KDH
Tk.I Jawa Tengsah
Tanggal : 29 April 1993
Nomor : 188.3,/173/1991

—

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH EKABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1881 TENTANG
RENCANA UHMUM TATA RUANG EKOTA, RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA IBUKOTA RECAMATAN WANGON.

1. Dasar Hukum "Mengingst”

&. Ditambahksn dasar hukum baru sebsagai berikut

3. Stadsvorming Ordonantie Tahun 1848 (Staats-
biad Nomor 188 Tahun 1948} ;

Undang-undsng Nomor 11 Tshun 1874 tentang
Pengsiran Jjis Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan
Peratursn Pemerintah Nomor 23 Tashun 1982

tentang Irigasi ;

oy

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang
Jalan jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

1985 tentang Jalan

9. Peratursn FPemerintah Nomor 14 Tashun 1987

tentang Penverazhan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum Kepads
Daerah ;

A
£4 )
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4.

11. Peraturan Menteri Dslam Negeri Nomor 7 Tahun
1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Xota Di
Seluruh Indonesia jo Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksa-
nasan Peratursn Menteri Dslam Negeri Romor 7
Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilaysh
Kota Di Seluruh Indonesia ;

15. Instruksi Menteri Dalam HNegeri Nomor 14
Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka
Hijau Di Wilayah Perkotaan ;

b. Nomor "3,4,5,7,9,10 dsn 11" diubah menJjadi
nomor “¢4,5,8,12,14,16 dan 17" baru.

c. Nomor 6 diubsh menjadi nomor 10 baru dengan
perubahan pada akhir kalimst ditambahkan perks-

taan "di Daersh".

d. Nomor 8 diubah menjadi nomor 13 baru dengan
perubahan pada akhir kalimst ditambahkan perka-
taan "tentang pedoman penyusunan rencans kota".

Pasal 1 huruf d diubah-dan dibaca sebagai beri-
kut -

“d. Renncana Umum Tats Ruang Kotz yang selanjutnya
disebut RUTRK adalah rencsns pemanfsatan ruang
kota yang disusun untuk menjags keserasian pem-
bangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan
program-program pembangunan kota ;

Passl 2 ayat (2) perkataan terdapat”...... “diubah
dan dibaca "secars rinci terdspat dalam Buku
Kompilasi Data, Rencsns dan Anslisa vang merupakan
bagisn tak terpisashkan dari Peraturan Daerah ini."
Pasal 3 diantara perkataan "perkembangan“dan
"maks” disisipkan perkatasn "keadsan” selanijutnya
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6.

pads  akhir kalimat ditambashksn perkatsan “pads
tahun pertama setelah tahapan lima tahunsn berja-
lan"

Fenjelussan Peraturan Daersh ini disesuaikan dengan
perubahan. '
Buku Lampiran Peratursn Daersh, agsr penulisan
aspek hukum didalam Buku Rencana disesuaikan

dengan perubahan penulisan dassr hukum pads Perat-
uran Dserah.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDARG I

cap. tEd.

Drs SOERARTEJO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

- B AR B3J T8 0%8H

NIP. 500 034 373

r
]
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